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BUPATI LEBONG 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR O!> TAHUN 2015 

TENTANO 
PROGRAM KERJA PENOAWASAN TAHUNAN ( PKPT l 
lNSPEKTORAT KABUPATE:N LEBONG TAHUN 2015 

DENOAN RAHMAT TUHA.N YANG MAHA ESA 

BUPATILE BONG 

a . babwa untuk melaksanakan amanat pasaJ 5 Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 2007 tent.ang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemcrilltah Daerah bahwa Rencana Pengawasan 
Tahunan dlsusun dalam bentuk Program Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPT\ sebagaimana telah diubah 
dengan Pcraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 
2009; 

b. bahwa untu k menjarnin ketepatan waktu dalam 
pelaksanaan pe·ngawasan, perlu adanya Program Kcrja 
Pengawasan Tahunan (PKPT) lnspektorat Kabupaten 
Lebong; 

c. Bahwa betdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dru, huruf b diatas perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, 

L Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 .entnng 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tombahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undaog Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Trunbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 39 Tahu n 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembara.n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 'l'ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 



4. Undang-Unda.ng Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengclolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia No,rnor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tcntang 
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Unctang­
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tcntang Kornisi 
Pem berantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcnt.ang 
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia TaJ1un 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 201 i Nomor 
82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 544, Tambahan Lembaran 
Negara .Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

8. Pernturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Lentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pcmcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Pelaporan Keuangan clan Kinerja lnstru1si Pemerintah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25 Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4614); 

LO. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 te ntang 
Laporan Penyclenggaraan Pemcrintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah 
dan fnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran 
Negarn Republik Indonesia Nomor 4693); 

t 1. Peraturan Pe!lllerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 737); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2008 Nomor 
19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pela.ksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
2 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

15. Peracuran Pemerin tah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

16. Peraturan Me n teri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 
tenlang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat 
Pengawasan Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 TaJ1un 2007 
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Jnspektorat Provinsi dan lnspektorac Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Men.teri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan 
Keuangan Pemerintab Daerah; 

l 9. Peraturan Men:teri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa; 

20. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 8 Tahu.n 2009 
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara 
Pcngawasan Atas Pemerintah Daerah; 

21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
ten tang Tata Naskah Dina s Pemerintah; 

22. Peraturan Men teri DaJam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 
tencang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteni DaJam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengeloiaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 0 I Tabun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



24. Peratu.ran Mcnteri Oalam Negeri Nomor 78 cahun 2014 
tentang Kcbijakan Pembinaan dan Pengawasan di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah tahun 2015; 

'25. Peraturan Daer:ah Kabupate.n t.ebong Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Oaerah 
Kabupatcn Lebong sebagaimana telah diubah dengan 
Pcraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor l cahun 
2012 tentang Perubahan Peracuran Dacrah Kabupaten 
Lebong Nomor l Tahun 2008; 

26. Peraturan Bupati Lebong Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi lnspektorat; 

Memperhatikan : lnstruksi Presiden Nornor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberancasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 55 
tabun 2012 ten tang Stratcgi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20 12-2025. 

Mcnetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTA.NG PROGRAM KERJA 
PENGAWASA.N TAHUNA.N (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN 
LEBONG TAHUN 201!5 

BABI 
KETENTOA.N UMUM 

Pasal l 

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksu d dengan : 

I. Pemerintah Oaerab adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

2. Kepala Oaerah adalah Bupati Lebong; 

3. Inspektorat adalah lnspektorat Kab-upaten Lebong; 

4. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses 
k egiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara 
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan 
iPerundang-Undangan; 

5. Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten 
ILebong adalah proses Kegiatan yang ditujukan untuk mewuj udkan 
Pemerintahan Oaerab yang berjalan sesuai dengan rencana, kententuan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 

6 . Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang 
<dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur a udit dan teknik audit, 
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rnembandingkan antara peraturan / ketentuan, rencana, program, target 
sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang 
tcrjadi pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja yang bcrsangkutan; 

7. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas 
P.Qkok dan [ungsi, pengelolaan keue.ngan, sumber daya manu1;ia, sarana dan 
prasarana se.rta metode kerja; 

8. PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan 
sasaran Pemeriksaa.n Regu1er; 

9. POP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan 
pengawasan fungsional; 

10. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan 
sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain­
Lain yang tidak certuang dalam PKPT; 

11. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan 
pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan 
fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan '. kondisi, 
kritcria, sebab akibat dan rekomendasi cLisampaikan kepada pejabat yang 
berwenang untuk menindaklanjuti; 

12. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai BUMD dan 
Perangkat Daerah yang ada diwilayah Kabupaten Lebong; 

BAB II 
RUANO LINGKUP DAN SASARAN PENGAWASAN 

Pasal2 

Ruang lingkup pengawasan tercLiri atas : 
J. Administrasi u.mum daerah; 
2. Urusan p,;m~rintahan; dan 
3. Pengawasan lainya 

Pasal3 

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka I dilakukan 
terhadap: 
a. Kebijakan Daerah; 
b. Pcgawai Daerah; 
c.. Keuangan Daerah; dan 
d. Barang Daerah. 

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 dilakukan 
terhadap : 
a .. Urusan Wajib; dan 
b. Urusan Pilihan. 

3. P-engawasan ,;ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 dilakukan 
terhadap: 
a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 



I>. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
c. Evaluasi l..aporan Akuntabilitrui Kinerja lnstansi Pemerintah Sa.tuan Kerja 

Pera.ngkat Da.era.b/Unlt Kerja; 
d. Evaluasi Sistem Pengenda lian Internal Sa.tuan Kerja Perangkat D,,erah/Unit 

Kerja; dan 
c. Pelaksanaan Sistim Pengendalian lnteren Pemerintah ; 

Pasal 4 

Objek Pcmcriksaan : 

1. Scmua SKPD di lingkungan Pemeri.ntah Kabupaten termasuk Unit Kerja/Unit 
Pelaksana Teknis dibawahnya; 

2 . Perusahaan Daerah, apabila Kcpcmilikan/Pengelolaa n masih dilakuka.n oleb 
Pemerintah Daerah Kabupaten; 

3 . Kccamatan; 

4 . Desa/Kelurahan; 

5. SD, SMP, SMA/ SMJ<; 

6. Pelaksanaan Togas Pcmbantuan da,i APBD Kabupaten d i Desa Kelurahan; 

7 . Pelaksanaan Tu.gas Pe mbantuan dengan Sumbcr angga.ran APBN d.an/atau 
APBD Provinsi berdasarkan pelimpaban/Joint Audit; 

BAB III 
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

Pasa15 

l. Pemeriksaan dilakukan oleh lnspektorat denga.n mengacukan kepada PKPT 
dan POP. 

2. Pe meriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) meliputi ; 
a. Pemeriksaan sccara berkala clan komprehensif terhadap Kelembagaan, 

Pegawai Daerah, Keuangan Dacrah, Barang Daerah, Urusan Pe merintahan; 
b-. Pemeriksaan dana dekonsentrasi; dan 
c. Pemeriksaan tugas pembantuan; 

Pasal 6 

1. Pelaksanaan 1:>emeriksaan diatur dalam PKPT sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian taJ< terpisahkan dari Peraturan Bupali ini; 

2. Setiap pelak.sana.an pemel'iksaan reguler maupun pemeriksaan khusus/kasus 
harus dibentuk Tim ya,ng d idu.kung dengan Surat Perintah dari Bupati Lebong, 
Sckretaris Daerah/ Asistcn/lnspektur; 

3. Audit dipimpin oleh Kctua Tim yang kompoten dan bersertifikat minimal 
Auditor Pertama clan disupervisi oleh Pengendali Tekhnis yang dila.ksanakan 
oleh lnspektur Pembantu minimal Auditor Muda.; 

4. Pejabat pengawas dalam melakukan pemeriksaan wajib mcmpedoman.i norma 
pengawasan daJ1 kode etil<; 



5. S.cbclum pelaksanaan Audit, Ketua Tim wajib menyusun Program Kerja Audit 
secara umum dan JCQ secara urnum sebagai acuan bagi anggota dalam 
,nelaksanakan Audit, apabila Program Kerja Audit tidak disusun :sebelum 
pelaksanaan Audit maka Tim Audit lidak diperkcnankan untuk melaksanakan 
Audit yang dimaksud; 

6. T im Audit tidak dapat diberikan Pe:ngawasan Audit apabila Audit sebelumnya 
belum selesru dan belum terbit laporannya; 

HASIL PEMERIKSAAN 
Pasal 7 

I. Seriap basil pelaksanaan pemeriksa.an harus dituangkan daJam Lapora,, Hasil 
Pemeriksaan (l, HP) bail< dalam bentak Surat atau dalam bentuk BAB; 

2. l;aporan hasil pemeriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1 ) ditanda 
tangani oleh lnspektur Wllayah setelah dilakukan ekpose; 

3. Ketua Tim Audit wajib menyusun Laporan Hasil Audit yang dipimpinnya dan 
cLireviu o leh PengendaJi 1'eknis; 

4. Ketua Tim Audit dapat dibantu oleh anggota Tim dalam menyusun laporan 
hasil .'\udil, PKA, !CQ 

5. P.engendali Teknis wajib melakukan Suvervisi kepada Ketua Tim Audit dalam 
P.enyusunan PKA, ICQ, LHA dan pela ksanaan Audit 

BAB IV 
TlNDAK LANJUT BASIL PEMERIKSAAN 

Pasal 8 

l. Tindak lanjul laporan basil pemeriksaan adalah kegiatan pema ntauan untu k 
menget.ahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan daJam 
laporan ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan; 

2. Tindak lanjut hasil pemerik:iaan harus sudah selesai ditindaklanjuci paling 
lama l (satu) bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima ole h objek 
pemeriksaan yang bersangkutan; 

3. Pemantauan tindak lanjut ha.sil pemeriksaan wajib dilakukan dan 
dituangkan dalam laporan basil pemantauan lindak lanjut; 

4. Ting)<at penyelesaian tindak Lanj ut yang dilaksanakan oleh objek 
pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanju t; 

1. 

BABV 
KOORDINASI PEMERIKSAAN 

Pasal 9 

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan 
Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan 
Cungsional, seperti lnspektor-dt Provinsi, BP.KP atau 
Fungsional lainnya; 

kinerja, lnspektorat 
lembaga pengawas 
Lembaga Pengawas 

2. Pelaksanaan koordinasi sebagai,nana dimaksud pada ayat (1) harus 
berdasarkan persetujuan Bupati; 
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BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 

Pua! 10 

J. Lampiran Pogram Kerja Pengawasan Tahunan ln5pektorat Kabupaten Lebong 
disusun setiap tahun mengacu pada program kerja instansi Pengawasan yang 
lebih tinggi; 

2. Hal-ha! yang belum cukup diatur dalam PeratuJ'an Bupati ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh lnspekrur 
Kabupaten Lebong. 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak l J anuari sampru dengan 3 1 Desember 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe raturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal Cf ft--, 20 15 

SEKRE'l'ARIS DAERAH 
KABUPATEN BONG 

MIRWAN EFFENDI 

Ditetapkan di Tu'fi 
pada tanggal •1 f • rm, • .,.; 

/, BUPATI LEBO;tG . #- <,, 
< 

20 15 

7'H . ROSJONSYAH 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR . .. ......... ... . 

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 
S~G~N HvWJ\l ~AV KtRJA ~~VADAtPJ.H 

o/ 
PHiHAAH PRODVK HUKUM 4: KABUPATEN tE80NG 

'-
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